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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan maka dapat 

disimpulkan : 

1. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam penanggulangan 

aborsi bagi korban perkosaan yang di dasari pada Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 

Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, akan tetapi dalam 

menjalankan perannya, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tidak 

mejalankan peranya sesuai dengan ketentuan yang ada. Terbukti, adanya 

praktek aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan tanpa mendapat izin 

terlebih dahulu dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan tidak memahami 

perannya, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan bahwa Dinas Kesehatan selaku unsur pelaksana 

Otonomi Dearah di bidang Kesehatan harus melakukan pemantauan, 

pelaporan, evaluasi dalam bidang medis dan melindung, mencegah 

seorang wanita yang akan melakukan aborsi dalam indikasi kedaruratan 

medis dan indikasi korban perkosaan dari praktek aborsi yang tidak aman, 

bermutu dan tidak bertanggung jawab serta tidak sesuai dengan Norma 

Agama dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan., dalam  

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 
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Reproduksi untuk melaksanakan Praktek aborsi yaitu kepala tempat 

pelayanan kesehatan harus memberikan laporan kepada kepala Dinas 

Kesehatan untuk dapat melakukan tindakan aborsi, dapat disimpulkan 

bahwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memiliki kendala dalam 

menjalankan perannya.    

2. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Dinas 

Kesehatan Kota Yogyakarta,Forum Perlindungan Korban Kekerasan 

Yogyakarta dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dapat 

disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Memiliki kendala yaitu masih 

kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki dimana masih terdapat 

kekurangan dalam pemahaman peran dari Dinas Kesehatan dengan bukti 

adanya praktek aborsi pada korban perkosaan yang terjadi dimana pihak 

Dinas Kesehatan tidak mengetahui adanya praktek aborsi tersebut, 

Seharusnya Dinas Kesehatan membuat Perda ataupun Perwal terkait 

praktek aborsi bagi korban perkosaan di Kota Yogyakarta guna 

mejalankan peran mereka yang diatur dalam Peraturan Perundang-

undangan, sehingga adanya pembatas dan kejelasan dalam proses, tata cara 

praktek aborsi bagi korban perkosaan dan dapat meminimalisir 

permasalahan yang mereka miliki. 

 

B. Saran  

Berdasarkan uraian diatas diharapkan kepada Pemerintah 

khususnya di dalam bidang kesehatan untuk dapat menyelesaikan Peraturan 
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Menteri Kesehatan yang sudah dijanjikan untuk melengkapi Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang terkait dengan Legalisasi Aborsi 

pada Korban Perkosaan sehingga adanya aturan yang membantu hak-hak dari 

korban perkosaan. Diharapkan juga kepada Dinas Kesehatan Kota 

Yogyakarta untuk berperan aktif dalam menangani kasus aborsi khususnya 

korban perkosaan agar tidak terjadi praktek aborsi yang ilegal. 
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